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ABSTRAK

KTP online hanyalah catatan singkat identitas seseorang, namun
apabila dikaji lebih lanjut rupanya KTP on/ine tidak hanya sebatas yang
demikian, melainkan dengan multi guna dan multi fungsi yang melekat
padanya baik eksistensinya sebagai media koordinasi data kependu-
dukan antarinstansi, multi guna dan multi fungsinya di bidang perka-
winan, bidang sensus kependudukan (pekerjaan, pendidikan dan seba-
gainya), bidang politik, atau di bidang ekonomi sebenarnya telah
menunjukkan bahwa KTP on/ine pembawa kemaslahatan dan kebaikan.
KTP online memiliki nilai yang dapat meningkatkan hubungan antara
pemerintah dan pihak-pihak lain melalui jaringan elektronik secara
online. KTP online juga memperbaiki kualitas pelayanan publik, me-
ningkatkan efisiensi dan transparansi kerja, serta dapat membantu me-
ningkatkan kualitas etos kerja aparat pemerintah.

Mashlahah mursalah juga memandang bahwa kemaslahatan
yang dibawa KTP online (figh) bersifat pasti (bukan perkiraan atau kha-
yalan), membawa kebaikan untuk seluruh penduduk Indonesia (men-
yeluruh), dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan
nash-nash, bahkan melalui teknik induktif kemaslahatan-kemaslahatan
tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa nash. Ia juga dipandang
sebagai penolak atau setidaknya dapat mengurangi kemudaratan-ke-
mudaratan sistem administrasi kependudukan (KTP manual) yang telah
dialami selama ini.

Kata-kata kunci: Figh, KTP Online, Mashlahah Mursalah
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A. Pendahuluan

Kartu Tanda Penduduk Online
—selanjutnya disebut KTP online-
adalah salah satu hal yang strategis
ditawarkan dalam menanggapi
konsep Electronic Government di
Indonesia saat ini. Dikatakan
demikian karena ide penerapan
KTP onlineini tampaknya memiliki
nilai multi guna dan multi fungsi
yang dapat meningkatkan hubung-
an antara pemerintah dan pihak-
pihak lain melalui jaringan elek-
tronik secara online, memperbaiki
kualitas pelayanan publik, me-
ningkatkan efisiensi dan transpa-
ransi kerja, serta dapat membantu
meningkatkan kualitas etos kerja
aparat pemerintah sehingga dapat
pula bermanfaat bagi segenap
warga negara Indonesia.

Apabila nilai multi guna dan
multi fungsi yang dibawa KTP
online dikonsultasikan dengan
metodologi hukum Islam (ushu/
Figh), tampaknya memiliki per-
samaan dengan perspektif yang di-
emban oleh salah satu dari meto-
dologi hukum Islam tersebut yaitu
metode mashlahah mursalah. Me-
tode ini mengandung suatu kemas-
lahatan yang tidak didukung syara’
secara eksplisit dan tidak pula
ditolak syara’secara eksplisit, na-
mun apabila diteliti dan dikaji
secara cermat dengan mengguna-
kan teknik induktif interpretative,

sebenarnya kemaslahatan yang
dikandungnya didukung oleh jiwa
dan semangat sejumlah nash,
(Zuhaily, 2001, Juz. I1:754;
Mallah, 2001:485) karena melalui
metode ini setiap pensyari’atan
atau legislasi hukum Islam (f7gh)
selalu diorientasikan untuk men-
capai kemaslahatan hakiki umat
manusia dalam arti mendatangkan
atau menarik suatu kemaslahatan
dan menolak kemudaratan ter-
hadap umat manusia (Qudamah,
1979:169; Namlah, 1996:306;
Khallaf, 1978:84). Begitu juga
tampaknya kemaslahatan yang
dibawa KTP online. Permasalahan-
nya hanyalah apakah kebaikan
dan manfaat yang dibawa KTP
online sama seperti yang diingin-
kan oleh mashlahah mursalahbaik
dari segi eksistensinya, kekuatan
argumentasi hukum yang dikan-
dungnya atau pergesekan antar-
kemaslahatan.

B. KTP Online di Indonesia
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pada Bab I dalam
Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14)
menyebutkan bahwa KTP adalah
“Identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”Keputusan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 2003 juga menyebutkan
bahwa KTP adalah “sebagai alat
bukti diri sebagai legitimasi
penduduk dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”
(Karnadi, 2004:75).
Sedangkan onl/ineadalah:
Suatu istilah yang menerang-
kan bahwa suatu perangkat
terkoneksi dengan perangkat
lainnya. Jika perangkat disebut
online, maka ia dapat mengi-
rim dan menerima data dari
perangkat yang terhubungkan
dengannya di ujung yang lain;
Keadaan ketika dua atau lebih
mesin mengadakan hubungan
komunikasi. Segala perangkat
atau proses mengirimkan in-
formasi secara langsung ke
komputer untuk pengolahan
data dan hasil segera diper-
oleh(Aliminsyah, 2007:361).

Pemahaman yang dapat ditarik
tentang pengertian dua kata di
atas adalah bahwa KTP online me-
rupakan bukti identitas diri seseo-
rang yang dijadikan sebagai legali-
tas keperdataan tiap penduduk di
Indonesia yang dibuat melalui me-
sin-mesin yang telah diprogram-
kan khusus untuk hal itu dan dapat
diakses di mana pun berada mela-
lui komputer yang dikoneksikan ke
dalam jaringan internet.

Adapun prosedur yang mesti
ditempuh untuk terbentuknya se-
buah jaringan secara online, terle-
bih dahulu data-data pribadi pen-
duduk Indonesia diregistrasikan
dan kemudian didokumentasikan
secara tertib, baik, dan tertata se-
hingga layak pula nantinya dijadi-
kan sebagai barang bukti dalam
data-data kependudukan. Secara
faktual, hal seperti ini telah lama
diterapkan di Indonesia tepatnya
dalam sistem KTP manual. Perbe-
daannya hanyalah prosedur yang
ditempuh selain secara manual ju-
ga dilakukan dalam bentuk prog-
ram KTP online.

Prosedur selanjutnya yang
mesti ditempuh tentunya tidak le-
pas dari perangkat keras (hardwa-
re) dan perangkat lunak (softwa-
re) (Tittel, 2004; 36-75; Tim Pene-
litian dan Pengembangan Wahana
Komputer, 2003: 2-35, dan Stal-
lings, 2001: 9-50). Khusus pada bi-
dang ini sangat tepat apabila di-
serahkan kepada para pakar di bi-
dang ilmu jaringan dalam kompu-
ter. Penyerahan tugas sesuai deng-
an bidang keahlian masing-masing
merupakan suatu penghormatan
kepada ilmu, keahlian dan pemilik
keahlian itu. Hal seperti ini sangat
penting diperhatikan agar tidak
terjadinya over lapping tugas yang
dilaksanakan. Selain itu penyerah-
an tugas kepada pakarnya dapat
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menghindari timbulnya kekacau-
an dalam ilmu pengetahuan. Keka-
cauan yang sangat fatal akan dapat
diketahui setelah memperhatikan
hadits Nabi dalam Bukhary (tth:
Nomor 57) berikut ini:

TP R TR WP LY | S
((.SJL’.‘?“ o\_,)).l;L.J\ JESSL.’

“..Rasulullah SAW berkata: apa-
bila suatu persoalan diserahkan
ke-pada orang yang bukan ahli
atau pakar di bidang itu, maka
tunggulah saat kehancurannya.”

Apabila diperhatikan sebenar-
nya nash di atas mengajarkan bah-
wa sebagai manusia biasa-walau-
pun bergelar sebagai manusia su-
per-sangat dipastikan tidak mam-
pu merangkul dunia beserta isinya
dengan kedua belah tangannya
sendiri. ]Ja membutuhkan orang
lain agar dapat melaksanakan tu-
gas-tugasnya. Inilah bukti manusia
hanyalah sebagai hamba yang me-
miliki keterbatasan. Namun, bu-
kan pula berarti manusia harus
mengurangi segala kreativitas dan
kemampuan yang dimiliki karena
semua keterbatasan tersebut me-
mungkinkan sekali dapat dikenda-
likan apabila dapat mengimple-
mentasikan kalam Allah Q. S. al-
Maidah[5:2] berikutini:

...gs‘,i:’b JJ‘ GLF ‘)i_,\a.?_)...
“..Dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajik-

”

Pesan ayat di atas tidak lain
adalah ide kerjasama. Ide kerja-
sama ini telah dilontarkan Allah
untuk pertama kalinya ketika pem-
binaan ajaran Islam 15 abad yang
lalu. Kini, ide tersebut mulai terli-
hat melalui upaya para pakar keil-
muan sekarang yang menawarkan
ide kerjasama dalam melakukan
pengkajian dan penelitian terha-
dap berbagai disiplin ilmu. Ide ini
disebut sebagai kerjasama multi-
disipliner atau interdisipliner yang
kemudian dapat menghasilkan ha-
sil sebuah kajian yang disebut
transdisipliner (Muhadjir, 2000:
269). Apabila kerjasama ini dapat
diaplikasikan secara baik oleh para
pakar keilmuan dengan berbagai
ragam keahlian yang dikuasainya
tampaknya sangat memungkinkan
akan terhindar dari kekeliruan dan
kesalahan dalam berijtihad. Mere-
ka dapat membuat solusi terhadap
suatu persoalan sehingga hasilnya
pun dapat menjadi pegangan ber-
sama oleh masyarakat banyak dan
membawa manfaat dalam kehidu-
pan masyarakat karena ia meru-
pakan hasil dari ijtihad kolektif
(Helim, 2007:81) atau epistemo-
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logy jama’ (komprehensif) (Ainur-
rofig, 2002:52).

C. Multi Guna dan Multi Fungsi
KTP Online
1. Terjalinnya Koordinasi Data
Kependudukan Antar-
instansi
Manfaat yang dapat dirasakan
adalah terjalinnya komunikasi dan
koordinasi data-data kependuduk-
an antarinstansi seperti Kantor
Badan Statistik, Kantor Kelurahan,
Kantor Kecamatan, Kantor Urusan
Agama, Peradilan Agama, Kantor
Pencatatan Sipil, Kantor Tenaga
Kerja, Dinas Kesehatan dan seba-
gainya. Terjalinnya komunikasi
dan koordinasi antarinstansi ini
dapat dipastikan menimbulkan
efektivitas etos kerja aparat pe-
merintah.

2. Bidang Status Perkawinan
Seseorang yang telah menikah
akan diketahui melalui pencatatan
data-data peristiwa penting ter-
sebut dalam program KTP online.
Begitu pula sebaliknya seseorang
yang masih belum menikah status-
nya akan diketahui pula melalui
program tersebut. Bahkan seseo-
rang yang telah menikah kemu-
dian bercerai dengan suami atau
isterinya, statusnya baik sebagai
janda atau duda juga akan dapat
diketahui melalui program ini. Me-

lalui pencatatan manual pun sebe-
narnya semua status perkawinan
penduduk Indonesia dapat diketa-
hui secara pasti. Namun persoalan
yang dihadapi melalui sistem ma-
nual ini dipastikan banyaknya ter-
jadi penyelewengan identitas baik
oleh orang yang berkepentingan
atau pun orang lain yang mendup-
likati identitas orang sebagai iden-
titasnya sendiri.

3. Bidang Sensus

Kependudukan

Informasi data-data sebagai
produk KTP online yang berkaitan
dengan kependudukan dapat dili-
hat dari beberapa segi, di antara-
nya jenis kelamin, usia, alamat,
status perkawinan, pendidikan ter-
akhir, pekerjaan dan status agama
penduduk Indonesia. Melalui sis-
tem program KTP online jenis ke-
lamin penduduk Indonesia baik la-
ki-laki atau pun perempuan, ting-
kat usia baik dilihat dari tingkat
usia dewasa atau pun anak-anak
bahkan bayi sekali pun, alamat
tempat tinggal sementara atau te-
tap, status perkawinan -seperti
yang telah dijelaskan-, pendidikan
terakhir, begitu juga pekerjaan
masing-masing penduduk Indo-
nesia bahkan sampai pada status
agama penduduk Indonesia akan
dapat diketahui melalui program
KTP online.
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Proyek sensus penduduk pun
tampaknya dapat ditiadakan dan
keuangan negara sedikit banyak-
nya dapat ditekan yang kemudian
dapat didistribusikan pada hal-hal
yang tepat sesuai dengan asas
multi fungsi dan multi guna KTP
online. Selanjutnya, tingkat pendi-
dikan penduduk Indonesia bahkan
seberapa banyak para penduduk
yang tidak memiliki kesempatan
mengecap pendidikan khususnya
pendidikan formal, dapat diketa-
hui melalui KTP online. Hal yang
sangat diharapkan melalui KTP on-
Iine ini pemerintah dapat meru-
muskan berbagai kebijaksanaan-
termasuk yang berkaitan dengan
dana pendidikan-menerapkan ber-
bagai kebijaksanaan itu demi kehi-
dupan pendidikan masyarakat
luas.

Hal yang tidak berbeda adalah
status pekerjaan penduduk Indo-
nesia. Melalui KTP online, peme-
rintah yang bertugas dan para pe-
jabat negara sebagai pemegang ke-
bijaksanaan dalam meningkatkan
perbaikan ekonomi penduduk
akan mengetahui status pekerjaan
penduduk Indonesia dan menge-
tahui pula taraf kehidupan mere-
ka. Status pekerjaan (baca: peng-
hasilan) dan pendidikan sebenar-
nya memiliki keterkaitan yang
sangat erat. Keterkaitan ini dapat
dilihat dari besar atau kecilnya

penghasilan sebenarnya berpenga-
ruh pada tingkat kemampuan pen-
duduk (orang tua) membiayai pen-
didikan anak-anaknya.

4. Bidang Politik _

Bidang politik yang dimaksud-
kan di sini berkaitan dengan pemi-
lihan umum. Pemerintah Indone-
sia dapat memanfaatkan KTP on-
line sebagai kartu pemilih yang
sah. Proyek pengadaan kartu pe-
milih pun tepat untuk ditiadakan
dan para petugas pun tampaknya
tidak perlu lagi “merepotkan” diri
membagikan kartu-kartu pemilih.
Manfaat lain, dapat menghindari
terjadinya pemilih ganda dengan
cara membuat satu kolom khusus
dalam KTP online yang berkaitan
dengan pemilihan umum.

5. Bidang Ekonomi

Pemerintah Indonesia dapat
memanfaatkan salah satu Bank
baik milik pemerintah atau swasta
untuk menjadikan KTP online se-
bagai ATM. Beberapa perguruan
tinggi di Indonesia telah ada men-
jadikan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) selain berfungsi sebagaima-
na mestinya, juga dapat berfungsi
sebagai ATM. Indonesia adalah se-
buah negara dan sebagai negara
tentunya memiliki kemampuan
untuk melakukan hal yang sama
bahkan lebih teknologis. Kepen-
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tingan ekonomi lainnya, keun-
tungan pengelolaan tabungan se-
luruh penduduk Indonesia dapat
digunakan untuk biaya pemeliha-
raan program KTP onl/ineatau bah-
kan lebih dari itu. Setidaknya me-
lalui keuntungan ini biaya yang di-
anggarkan pemerintah dapat dite-
kan dan dana yang tersedia dapat
disalurkan kepada hal-hal lain
yang dibutuhkan secara tepat gu-
na. Demikianlah beberapa hal
yang menjadi multi guna dan multi
fungsi KTP online. Apabila dikaji
lebih lanjut, dipastikan akan dite-
mukan lebih banyak lagi multi gu-
na dan multi fungsi tersebut yang
dalam tulisan ini disebut sebagai
kemaslahatan dan kebaikan.

D. KTP Online dalam Perspektif
Mashlahah Mursalah
1. Makna Kemaslahatan KTP
Online dalam Pandangan
Mashlahah Mursalah
Apabila mengkaji kembali as-
as-asas yang dikandung Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudu-
kan, tampaknya eksistensi KTP on-
Iine memiliki peranan cukup besar
yang perlu didukung secara penuh
oleh pemerintah dan penduduk In-
donesia. Peranan tersebut tidak
lain adalah nilai-nilai kebaikan
yang dapat berfungsi sebagai fak-
tor-faktor terwujudnya pelaksana-

an kepentingan negara, pemerin-
tah atau pun penduduk Indonesia
secara keseluruhan secara layak
dan baik. Nilai-nilai kebaikan itu
dapat dilihat dari beberapa fungsi
KTP onlineitu sendiri. Ia dapat ber-
fungsi sebagai motivator tercapai-
nya persamaan kedudukan dan
martabat antar penduduk Indone-
sia, tercapainya kepastian identitas
sebagai warga negara Indonesia
dan berdasarkan kepastian ini,
pembuktian identitas pun dapat di-
lakukan melalui KTP online. Satu
hal yang istimewa, KTP onlineber-
basis teknologi. Dengan basis ini
eksistensi KTP onlinebegitu strate-
gis dalam membantu mengefektif-
kan dan mengefisienkan etos kerja
pemerintah sehingga penataan
kerja untuk mencapai tertib admi-
nistrasi pun juga dapat dilakukan.
Tentunya sebagai timbal balik atas
semua ini, pemerintah berkewajib-
an memberikan perlindungan ter-
hadap data-data pribadi penduduk
Indonesia itu.

Kebalikan makna yang dikan-
dung KTP online ini, ia berusaha
untuk menghindarkan adanya ke-
tidaksamaan atau ketidakmerata-
an perlakuan kepada penduduk
Indonesia, menghindari terjadinya
kepemilikan identitas ganda dan
dengan kepastian identitas atau
data-data penduduk Indonesia ini
ia juga menghindari ketidakpasti-



74 | HIMMAH Vol. IX No. 26 Mei - Agustus 2008

an atau kesemerautan identitas
yang cenderung mengacaukan da-
lam pembuktian identitas seperti
halnya dalam sistem KTP manual.
Apabila nilai-nilai KTP online ini
dikaitkan dengan mashlahah
mursalah, tampaknya sangat rele-
van dengan nilai-nilai yang men-
jadi misi mashlahah mursalah
yang selalu fokus untuk menda-
tangkan kebaikan. Kebaikan da-
lam mashlahah biasanya disebut
pula sebagai kemaslahatan. Ke-
maslahatan menurut salah satu
metode penggalian hukum dalam
Islam ini tidak ditujukan kepada
kegiatan atau pekerjaan tertentu,
melainkan mencakup semua ke-
giatan atau pekerjaan termasuk
pula KTP online yang layak pula
disebut memiliki nilai kemaslahat-
an.

Persoalan yang dihadapi han-
yalah, KTP onl/inetermasuk urusan
kehidupan dunia. Bahkan secara
formatif ia sama sekali tidak men-
yebutkan kepentingannya untuk
urusan agama, apalagi terkait
langsung dengan alam akhirat. Na-
mun apabila meneliti kembali te-
ori-teori mashlahah tampaknya ti-
dak perlu membawa pemahaman
ini sampai ke tingkat substantif se-
bab secara eksplisit mashlahah te-
lah menyebutkan bahwa misinya
tidak membedakan antara kehidu-
pan dunia dan kehidupan akhirat.

Menurut mashlahah mursalah me-
rupakan suatu kewajiban bagi pe-
meluk agama mana pun berusaha
dan memelihara bahkan memper-
tahankan nilai-nilai yang dikan-
dungnya pada dua urusan kehi-
dupan itu baik menyangkut ten-
tang menarik, mendatangkan, dan
membawa kemaslahatan atau
menghindari dan menolak kemu-
daratan.

Seandainya ada yang berpan-
dangan bahwa mashlalah mursa-
lah hanya berkaitan dengan uru-
san agama (alam akhirat), maka
pandangan ini berangkat dari ku-
rangnya pemahaman terhadap
mashlalah itu sendiri. Sebab apa-
bila memahami arti mashlalah
mursalah secara baik semestinya
pandangan tersebut tidak akan
muncul. Selain itu, untuk memper-
tegas dan memperkuat argumen-
tasi di atas apabila diteliti lebih ja-
uh dan walaupun KTP online di-
katakan hanya berkaitan dengan
urusan dunia, namun jika mema-
hami bahwa kedudukan dan fungsi
KTP online juga berupaya untuk
menarik, mendatangkan, dan
membawa kemaslahatan atau
menghindari dan menolak kemu-
daratan, tampaknya KTP online ti-
dak semata terkait dengan urusan
dunia, justru di sinilah arti pen-
tingnya KTP onl/ine bahwa baik se-
cara normatif maupun sosiologis ia
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dapat menjembatani antara kehi-
dupan dunia dan kehidupan aga-
ma (akhirat). Secara normatif hu-
bungan tersebut dapat dilihat me-
lalui keterkaitan seperti yang telah
dikemukakan dan secara sosiologis
dengan menerapkan KTP onlineia
dapat membantu mewujudkan ke-
teraturan itu sendiri.

2. KTP Online dalam Ukuran
Standar Mashlahah
Mursalah
Ada beberapa ukuran standar

untuk diterimanya suatu persoalan

—termasuk KITP online- sebagai

pembawa kemaslahatan. Ukuran-

ukuran standar tersebut adalah
bahwa persoalan tersebut meng-
andung kemaslahatan primer

(dharuriyyah), kemaslahatan pada

persoalan itu pasti (gath’) sehing-

ga dapat mengantarkan kepada tu-
juan syara’ yang dharuriyyah,
mencakup kepentingan umum

(kully), (Al-Ghazali, 2000:176)

dapat diterima akal sehat, bukan

bersifat khayalan, (Mallah, 2001:

494), dan tidak bertentangan

dengan hukum yang telah ditetap-

kan nash dan jjma’(Khallaf, 1978:

85).

Kemaslahatan KTP online da-
lam ukuran standar pertama di
atas secara sekilas tampaknya ti-
dak mencapai kebutuhan primer
(dharuriyyah) melainkan hanya

pada kebutuhan sekunder (Aajiah)
bahkan sekurang-kurangnya han-
ya pada kebutuhan tertier (tahsi-
niyvah). Dikatakan demikian kare-
na walaupun KTP onlinetidak dite-
rapkan di Indonesia ia tidak sam-
pai berakibat cacat atau terancam-
nya nyawa penduduk Indonesia.
Bahkan tanpa menerapkan KTP
online penduduk Indonesia masih
bisa beraktivitas dan masih bisa hi-
dup secara normal. Persoalan yang
ditemukan hanyalah tanpa KTP
online penduduk dan pemerintah
Indonesia akan menemukan ber-
bagai kesulitan. Secara realita,
banyaknya terjadi penyelewengan
dan pemanipulasian data-data ke-
pendudukan serta hal-hal yang se-
rupa merupakan bukti kacaunya
administrasi kependudukan. Kea-
daan seperti itu tidak dapat diabai-
kan atau dianggap hanya sebagai
kemudaratan biasa. Justru apabila
dibiarkan akan menimbulkan ke-
mudaratan yang lebih besar. Satu
hal yang sangat memungkinkan
pada suatu ketika KTP online me-
rupakan kebutuhan primer. Na-
mun demikian walaupun saat ini
KTP online hanya sebagai kebutu-
han sekunder (hajiyah) tidak me-
miliki kekuatan hukum dan ditolak
oleh mashlahah mursalah?. Men-
jawab pertanyaan ini menurut he-
mat penulis bahwa dharuriyah
adalah syarat ideal ketika meman-
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dang sesuatu itu memiliki nilai ke-
maslahatan. Sebagai hal yang ideal
tentunya hal tersebut dirumuskan
untuk suatu kehati-hatian untuk
para pengkaji hukum agar tidak

secara mudah menganggap setiap

sesuatu selalu memiliki nilai mash-
lahah.

Ukuran standar berikutnya
bahwa suatu persoalan yang di-
sebut mengandung kemaslahatan
mesti bersifat gath’ (kemaslahat-
annya pasti ada dan dapat dibuk-
tikan baik melalui rasio [normatif]
atau melalui empiris [sosiologis]).
Kemaslahatan KTP on/inemenurut
hemat penulis juga bersifat gathi.
Kepastian yang dikandungnya da-
pat dilihat kembali pada asas-asas
registrasi atau pencatatan dan do-
kumentasi data-data pribadi pen-
duduk Indonesia. Kesamaan men-
dapatkan pelayanan dalam admi-
nistrasi kependudukan, kepastian
identitas secara hukum, legalitas
identitas yang dimiliki, pembukti-
an dan perlindungan terhadap
identitas pribadi yang sah melalui
hukum serta tertibnya adminis-
trasi kependudukan yang meng-
hasilkan sistem kerja efektif dan
efisien yang diterapkan dengan
berbasis teknologi adalah mem-
buktikan pastinya kemaslahatan
yang dikandung oleh KTP online.
Hal yang tidak berbeda melalui
penerapan KTP online bahwa ia

dapat dijadikan sebagai sarana un-
tuk membentuk suatu sistem admi-
nistrasi kependudukan yang tera-
tur, tertib, terkendali dan bertang-
gung jawab serta melalui penerap-
an KTP online itu pula ditemukan-
nya manfaat multi guna dan multi
fungsi KTP online, baik di bidang
hukum, pendidikan, politik, eko-
nomi atau kependudukan itu sen-
diri. Semua yang disebutkan itu
membuktikan bahwa KTP online
juga memiliki kepastian kemasla-
hatan.

Kelanjutan ukuran standar
mashlalah mursalah lainnya bah-
wa kemaslahatan yang dikandung
suatu persoalan itu mesti menca-
kup kepentingan umum (kully).
Indonesia adalah suatu negara
dengan jumlah penduduk berjuta-
juta jiwa. Indonesia adalah sebuah
negara yang apabila ada kebijak-
sanaan untuk seluruh penduduk ia
dapat dikatakan untuk mewujud-
kan pencapaian kepentingan um-
um (kully). Begitu juga KTP online
ia berlaku untuk dan dapat dite-
rapkan kepada semua penduduk
Indonesia, oleh karena itu kepas-
tian kemaslahatan yang terkan-
dung dalam KTP onlinejuga dapat
diterapkan untuk kepentingan se-
luruh (kully) penduduk Indonesia.

Ukuran standar yang lain ada-
lah suatu persoalan yang disebut
mengandung kemaslahatan mesti
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dapat diterima akal sehat. Apabila
melihat kembali deskripsi-deskrip-
si di atas sebenarnya dapat dinilai
apakah semua deskripsi tersebut
bertentangan dengan akal sehat
atau sebaliknya. Khususnya dalam
pemanfaatan kemajuan teknologi
mengirim suatu informasi dari sa-
lah satu pihak dapat dilakukan
hanya dalam hitungan menit bah-
kan dalam hitungan detik infor-
masi tersebut dapat diterima oleh
pihak lain di belahan bumi di mana
penerima berada. Pada zaman pri-
mitif kejadian seperti ini barang-
kali ditanggapi sebagian besar
orang merupakan kejadian yang
tampak aneh dan tidak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Namun berbe-
da dengan zaman sekarang, tekno-
logi semacam itu telah dikenal
penduduk Indonesia secara luas
sehingga proses penggunaan te-
knologi seperti itu bukan disebut
berada di luar akal yang sehat se-
bab semua penduduk pun dapat
menggunakan alat teknologi itu
tanpa harus memiliki kepandaian
layaknya seorang supranatural
yang bertelepati dengan orang
lain.

Selanjutnya ukuran standar
yang mesti dipenuhi pula oleh su-
atu persoalan itu bahwa ia bukan
bersifat khayalan. KTP online
mengandung kemaslahatan yang
realistis yang dapat dirasakan

langsung baik secara rasional mau-
pun empirik oleh seluruh pendu-
duk Indonesia. Berkaitan dengan
permasalahan ini dapat dilihat
kembali pada bahasan kepastian
(gath’Fnya) kemaslahatan KTP
online. Berikutnya beralih kepada
ukuran standar atau syarat tera-
khir bahwa suatu persoalan yang
dipandang memiliki kemaslahatan
tidak bertentangan dengan hukum
yang telah ditetapkan nash dan
Ijma’. Sampai sekarang belum dite-
mukan nasinashyang tidak mem-
bolehkan atau mengharamkan
penggunaan teknologi khususnya
teknologi KTP online. Bahkan
penggunaan teknologi sebenarnya
telah diajarkan Allah dan Allah
sendiri secara implisit telah men-
cotohkan penggunaan teknologi
serta menemukan teknologi itu.
Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa penerapan KTP online ini
adalah sebagai perwujudan untuk
menindaklanjuti pesan-pesan nash
tersebut.

Kini dapat diketahui bahwa ke-
maslahatan yang dikandung KTP
online merupakan kemaslahatan
yang pasti, menyeluruh, dapat di-
terima akal sehat, bukan kemas-
lahatan yang bersifat khayalan
atau prediksi apalagi termasuk
bertentangan dengan nash atau
Ijma. Apabila suatu persoalan ka-
jlan mashlahah murslahah dapat
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memenuhi ukuran standar atau
syarat yang telah diuraikan, maka
ia dapat dijadikan sebagai salah sa-
tu argumentasi (hujjah) yang kuat
(Khallaf, 1978:85). KTP online ju-
ga demikian. Semua syarat yang
ditentukan tampaknya telah ter-
penuhi sehingga ia pun dapat di-
jadikan fasilitas, dalil atau argu-
mentasi yang kuat untuk mewu-
judkan kemaslahatan seluruh pen-
duduk Indonesia.

3. Kontradiksi Kemaslahatan
dan Kemudaratan dalam KTP
Online
Satu hal yang penting disepa-

kati terlebih dahulu adalah KTP

online pada dasarnya membawa
kemaslahatan dan menolak kemu-

daratan. Pemahaman ini berdiri di

atas kaidah-kaidah wshu/ figh sa-

lah satunya tertulis dalam Rah-
man, (1976:14) dan Musbikin,

(2002:37) sebagai berikut:

tl.\albl.,:&! ¢ )_p'a” C:'O.)J W‘ g_.l}-
.\..»Lél’; JJ ¥
“Mendatangkan manfaat atau ke-

maslahatan dan menolak kemu-
daratan atau kerusakan*

Pentingnya kesepakatan pe-
mahaman seperti yang dikemuka-
kan dan begitu pula terhadap kai-
dah-kaidah yang dikemukakan
adalah karena keduanya (pemaha-

man dan kaidah-kaidah) lebih ber-
sifat realistis untuk menunjukkan
fakta dan fenomena kehidupan
birokrasi kerja saat ini. Artinya
baik kemaslahatan yang diperoleh
melalui KTP online atau kemuda-
ratan yang dihindari seperti yang
telah dikemukakan berkaitan seca-
ra langsung dengan kehidupan se-
luruh penduduk Indonesia secara
nyata. Apabila penerapan KTP on-
line dikaitkan dengan sistem kerja
dan pengalaman administrasi ke-
pendudukan selama ini sebenar-
nyaiakeluar dari kemudaratan un-
tuk menuju kepada kemaslahatan.
Sedangkan apabila dikaitkan
dengan kepentingan sekarang dan
masa depan, maka penerapan KTP
online adalah menolak kemudara-
tan terhadap akibat sistem kerja
(human error) yang kaitannya
dengan KTP manual. Memperta-
hankan sistem kerja yang kaitan-
nya dengan KTP manual diakui di
dalamnya masih terdapat kemas-
lahatan. Akan tetapi apabila kem-
bali lagi kepada pengalaman sela-
ma ini fampaknya kemudaratan
yang telah dan sedang dialami le-
bih besar dari pada kemaslahatan
yang diperoleh. Keadaan ini tam-
paknya berkontradiksi dengan ke-
hendak mashlahah yang justru
menghendaki penolakan kemuda-
ratan itu lebih utama daripada
pencapaian kemaslahatan. Hal ini
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tampaknya senada dengan kaidah-
kaidah ushul figh sebagaimana da-
lam Nadwi (2000:207), Shiddieqy,
(2001:310), Yahya, (1993:486)
dan Mubarak, (2002:104) berikut
ini:

$32 (t‘qﬂl‘gfb.-oadjtdwul‘;dp

“Menolak suatu kemafsadatan (ke-
mudaratan) harus diutamakan
atau didahulukan daripada men-
datangkan kemaslahatan”

Pengutamaan penolakan ke-
mudaratan di atas tentunya berkai-
tan erat dengan besarnya kemuda-
ratan tersebut. Keadaan ini mesti-
nya juga dihindari, sebab dalam
kaidah ushul fighjuga telah meng-
atur hal yang demikian sebagai-
mana dalam Ibn Abdussalam,
(1999:68) sebagai berikut:

dodall a ol Bandl) colsT OB

Iball ol pdy QLY sadll Ul 55
Jika kemudaratan itu lebih besar
dari kemaslahatan, maka kemuda-
ratan itu yang harus kita tolak dan

kita tidak periu lagi menghiraukan
kemaslahatan itu.

Kata yang pertama digunakan
pada kaidah itu adalah “fain’
[ oy ] atau diterjemahkan menjadi
“maka jika,” “jika,” atau “seandai-

nya.” Dilihat dari segi bahasa kata
[oB ] sebenarnya menunjukkan
kepada sesuatu yang belum dike-
tahui terjadi atau tidaknya sesuatu
itu. Bahkan ia juga dapat disebut

“sebagai prediksi untuk waktu akan

datang. Dalam dunia ushul figh
kaidah-kaidah yang dikemukakan
para pakar ushul tidak semuanya
berasal dari kajian empirik-induk-
tif sehingga setiap kaidah yang di-
rumuskan berkaitan dengan suatu
kejadian tertentu dan dapat secara
langsung diterapkan pada kasus-
kasus tertentu, namun banyak di
antara kaidah-kaidah ushul figh
yang dirumuskan berdasarkan ka-
jian normatif-teologis-deduktif
yang digali dari nash-nash tanpa
mengaitkan dengan persoalan-
persoalan yang sedang berkem-
bang. Akibat dari hal tersebut di
antara kaidah-kaidah yang diru-
muskan ada yang tidak dapat dite-
rapkan pada kasus-kasus tertentu
atau seperti yang telah dikatakan
hanya sebagai sebuah prediksi ter-
hadap persoalan-persoalan yang
kemungkinan akan terjadi pada
masa akan datang.

Terkait dengan kaidah di atas
kata “ OB ” tersebut tampaknya
memang untuk menunjukkan per-
soalan yang akan terjadi. Apabila
suatu ketika terdapat suatu per-
buatan, kegiatan atau aktivitas, ke-
bijaksanaan atau bahkan praktik
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keagamaan yang setelah diadakan
pengkajian ternyata memuat ban-
yak kemudaratan daripada kemas-
lahatannya, maka di sinilah kaidah
di atas akan berperan menentukan
status hukum terhadap segala per-
soalan tersebut. Persoalan yang
dapat diterapkan secara langsung
melalui kaidah itu adalah KTP ma-
nual. Semua orang akan menye-
pakati bahwa sistem kerja yang di-
gunakan dalam KTP manual meng-
andung kemudaratan yang telah
dialami penduduk Indonesia. Saat
seperti inilah pentingnya kaidah di
atas diturunkan dari kursi norma-
tifnya dan masuk ke dunia empiris
untuk menerapkan fungsinya da-
lam menolak suatu kemudaratan.
Berbeda dengan KTP online.
Apabila timbul suatu pernyataan
bahwa kemudaratan-kemudarat-
an dalam KTP online lebih besar
dari kemaslahatannya maka pema-
haman seperti ini menurut hemat
penulis masih bersifat prediksi. Di-
katakan demikian karena KTP onk
ine di Indonesia masih belum
(2008) diterapkan secara nasional
sehingga apabila ada yang meng-
atakan atau berargumentasi seper-
ti demikian, maka tidak berbeda
dengan prediksi atau bahkan peng-
andaian terhadap sesuatu yang
akan datang. Beberapa wilayah di
Indonesia diakui telah ada yang
menerapkan KTP online, namun

sampai berakhirnya kajian ini be-
lum ditemukan kemudaratan-ke-
mudaratan yang dialami beberapa
wilayah tersebut akibat penerapan
sistem KTP online ini. Seandainya
terdapat pula kemudaratan, se-
mua itu disebabkan karena sistem
tersebut masih belum mencakup
data-data penduduk Indonesia se-
cara nasional atau secara keselu-
ruhan. Keadaan ini masih membu-
ka kesempatan pada penduduk
yang tinggal di daerah diterapkan-
nya KTP online untuk mengguna-
kan, menggandakan identitas atau
hal-hal yang lain di daerah yang
masih belum menerapkan prog-
ram itu. Problem atau kemuda-
ratan yang dimaksudkan di sini
bukan seperti yang baru digambar-
kan di atas, melainkan problem
atau kemudaratan secara nasional
setelah diterapkannya KTP online.
Misalnya seluruh penduduk Indo-
nesia dirugikan dan bahkan lebih
buruk jika dibandingkan dengan
penerapan KTP manual. Kemes-
tian dalam melihat kemudaratan
secara nasional ini karena salah sa-
tu ukuran standar diterima atau
tidaknya sebuah kemaslahatan da-
lam KTP online mesti berlaku un-
tuk umum. Oleh karena itu apabila
suatu kemaslahatan baru dapat di-
terima jika berlaku untuk umum,
maka tidak berbeda dengan kemu-
daratan yang mesti pula berlaku
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secara umum atau hanya dialami
sebagian penduduk Indonesia
namun akibat kemudaratan itu di-
pastikan akan dialami seluruh pen-
duduk Indonesia. Oleh karena itu
kaidah di atas tidak dapat diterap-
kan pada KTP online karena pada
dasarnya KTP online masih belum
diberlakukan secara nasional.
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa KTP on/ine masih tetap
kedudukannya sebagai baik keluar
dari kemudaratan (sistem kerja
KTP manual) untuk menuju ke-
maslahatan atau menolak kemu-
daratan tersebut dalam mewujud-
kan kemaslahatan.

Apabila terbongkar pula raha-
sia data-data pribadi penduduk
Indonesia itu sehingga orang-
orang yang tidak bertanggung ja-
wab pun menggunakan data-data
itu untuk kepentingan mereka,
maka hal ini dapat dijawab bahwa
sebelum diterapkannya KTP online
negara ini (Indonesia) telah mem-
buat dan menetapkan undang-un-
dang atau peraturan tentang ke-
wajiban pemerintah memberikan
perlindungan terhadap data-data
pribadi tersebut. Selama penang-
anan data-data pribadi penduduk
Indonesia berada di tangan peme-
rintah, maka selama itu pula apa
pun yang terjadi adalah tanggung
jawab pemerintah, kecuali prob-
lem atau kemudaratan itu secara

sengaja dilakukan penduduk sen-
diri. Menghindari kemungkinan
yang akan terjadi seperti yang di-
gambarkan di atas, selain penting-
nya penegakan hukum melalui un-
dang-undang yang telah berlaku
setidaknya hal inilah yang dapat
diharapkan dari pemerintah untuk
meningkatkan etos kerja mereka
yang telah terbantu dan diringan-
kan oleh sistem kerja KTP online,
selain dituntut pula kesadaran
penduduk Indonesia untuk menja-
ga dan memelihara kerahasiaan
data-data pribadinya khususnya
terhadap Nomor Induk Kependu-
dukan.

Terkait dengan tugas dan ke-
wajiban pemerintah di atas dan se-
kaligus untuk memberikan keama-
nan terhadap data-data pribadi
penduduk Indonesia, ushul fighse-
bagai metodologi menekankan ke-
pada pemerintah untuk memper-
hatikan dan menerapkan kaidah
ushul fighsebagaimana tertulis da-
lam Burnu (1983:218) dan Syabir,
(2006:352) sebagai berikut:

bl byie 20 0 e O3 adl

“Segala kebijaksanaan yang ditem-
puh oleh pemimpin (pemerintah)
mesti terikat (untuk mewujudkan)
kemaslahatan rakyat.”

Melalui kaidah di atas tam-
paknya semakin jelas tugas dan ke-
wajiban pemerintah untuk melak-
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sanakan segala amanat yang dibe-
bankan kepadanya bahwa segala
kebijakan, kebijaksanaan yang di-
buat atau hal-hal yang berkaitan
dengan tugas kepemerintahan dan
khususnya berkaitan dengan pene-
rapan KTP online adalah meru-
pakan tanggung jawab pemerin-
tah. Penyerahan tanggung jawab
ini disebabkan semua urusan yang
berkaitan dengan penyelesaian
permasalahan-permasalahan yang
dihadapi penduduk berada di
tangan pemerintah. Oleh karena
itu sangat wajar apabila semua
tuntutan khususnya memberikan
kemaslahatan kepada penduduk
berada di atas pundak pemerintah.
Pentingnya melaksanakan segala
tugas dan kewajiban dengan pe-
nuh tanggung jawab-termasuk pu-
la di sini kesadaran penduduk ter-
hadap kewajibannya-adalah kare-
na bagaimana pun juga penerapan
KTP online merupakan salah satu
strategi yang terbaik untuk mem-
perbaiki sistem kerja administrasi
kependudukan dan untuk mewu-
judkan kemaslahatan di seluruh ja-
jaran pemerintah dan seluruh pen-
duduk Indonesia. Di sini KTP ozn-
line dapat diumpamakan seperti
sebuah pintu untuk tercapainya
kebutuhan-kebutuhan. Semua
orang yang ingin meraih kebutuh-
an ini mesti melewati pintu ter-
sebut baik kebutuhan ekonomi, ke-

amanan, keagamaan atau hal-hal
lainnya.

Berkaitan dengan maraknya
kemudaratan di dunia maya seper-
ti penipuan, perjudian, dan seba-
gai media segala transaksi yang ti-
dak terbatas atau bahkan hampir
tidak terpikirkan dalam pikiran se-
bagian orang tampaknya tidak ber-
hubungan dengan penerapan KTP
online. la memiliki sistem sendiri
dan pastinya dikelola secara pro-
fesional. Sedangkan internet han-
ya sebagai fasilitas, ia dapat dise-
but sebagai jalan yang digunakan
untuk mencapai suatu tujuan. Se-
mua orang berhak melewatinya
dan menggunakan jalan tersebut
untuk mewujudkan segala kepen-
tingannya.

4. KTP Online di Mata Maqashid

asy-Syari’ah

Dalam Islam salah satu alasan
pentingnya manusia memfokus-
kan perhatiannya pada maksud
atau tujuan-tujuan syara’ karena
semua yang direalisasikan dalam
Alquran dan sunnah adalah untuk
memberikan kemaslahatan kepa-
da umat manusia namun mesti se-
lalu merujuk dan berpijak pada re-
komendasi keduanya. KTP online
ini apabila dihadapkan dengan ke-
lima unsur pokok magashid asy-
Syariah yaitu pemeliharaan aga-
ma, jiwa, akal, keturunan atau har-
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ta (Syathibi, tth, Jilid 1. Juz 2: 4-8)
tampaknya ada di antara unsur-
unsur tersebut menjadi dasar per-
timbangan penerapan KTP online.
Salah satu di antaranya adalah ber-
kaitan dengan kewajiban memeli-
hara harta. Data-data pribadi pen-
duduk Indonesia bagi setiap indi-
vidu adalah sebagai kekayaan
yang mesti dipelihara, dilindungi
dan dijaga agar tidak dimanipula-
si, disalahgunakan atau diganda-
kan untuk kepentingan tertentu
baik oleh individu tersebut atau
pun orang lain. Data-data pribadi
itu disebut sebagai harta atau ke-
kayaan karena yang melekat pada
setiap individu dan berkaitan lang-
sung dengan jati diri setiap indi-
vidu adalah data-data pribadinya.
Seseorang dapat dikenal dan dite-
rima dalam setiap komunitas ada-
lah karena data-data pribadi yang
dimilikinya, sehingga tidak keliru
apabila ia disebut sebagai harta
atau kekayaan. Harta kekayaan
yang dimiliki setiap individu ini
wajib dipelihara dan diberikan
perlindungan secara bersama baik
dari pihak pemerintah atau pun
penduduk Indonesia sendiri.

Pada zaman Nabi perlindung-
an data-data pribadi (harta) telah
menjadi kebutuhan yang penting,
apalagi di zaman sekarang walau-
pun masih berada pada kebutuhan
sekunder. Fakta yang menunjuk-

kan pentingnya perlindungan da-
ta-data pribadi dapat dipahami
melalui hadits Nabi berikut ini:
odnas ;,,:J.B axzeisle u:’.f e
cee il e
“..Barangsiapa yang (telah) men-
dustai (mengatasnamakan nama)
aku secara sengaja, maka bersiap-

siaplah (mencari) kedudukan di
neraka...”

Apabila dipahami secara seki-
las hadist mutawatir di atas tam-
pak seperti sebuah peringatan agar
tidak terjadinya pemanfaatan na-
ma Nabi untuk mendapatkan lega-
litas yang diinginkan. Namun apa-
bila diteliti kembali melalui redak-
si yang diucapkan Nabi khususnya
kata kerja q:'\{ yang merupakan
kata kerja untuk menunjukkan ma-
sa yang telah berlalu atau lampau
(madhi- past tens), dapat dijadi-
kan sebagai bukti bahwa telah ada
orang-orang yang memanfaatkan
nama dan otoritas Nabi Muham-
mad tersebut.

Melalui pandangan yang lain
bahwa data-data pribadi (harta)
penduduk Indonesia juga terma-
suk sebagai martabat, citra atau
kehormatan (‘ardh) (Zuhaily,
1998:775). Ardhadalah kehorma-
tan setiap individu yang apabila
tercemar atau dicemarkan tanpa
alasan yang kuat tentunya meru-
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sak citra dan nama baik seorang
individu tersebut yang bahkan me-
rambat pada cacatnya kehormatan
keluarga. Kini bagaimana dengan
status KTP online? tentunya
apabila Indonesia menginginkan
terwujudnya tertib administrasi
dan tercapainya efektivitas dan efi-
siensi kerja yang baik tentunya di-
perlukan alat-alat teknologi yang
lebih canggih lagi untuk melin-
dungi data-data tersebut. Selain
itu penulis juga menawarkan para
hacker khususnya warga negara
asli pribumi Indonesia dirangkul
untuk menerapkan kepandaiannya
pada hal-hal yang sangat positif
ini. Apabila dapat dilakukan bukan
hanya data-data pribadi penduduk
Indonesia yang dilindungi oleh pa-
ra hacker tersebut dari hacker-
hacker amatir lainnya —dengan ca-
tatan tetap di bawah pengawasan
pemerintah- melainkan dapat
menyalurkan bakat mereka kepa-
dayang paling positif yang barang-
kali sebelumnya keahliannya tidak
terperhatikan oleh pemerintah.
Apabila uraian di atas dapat diteri-
ma maka menerapkan KTP online
bukan lagi rentan terhadap penya-
lahgunaan data-data pribadi ke-
pendudukan melainkan apabila
data-data tersebut dapat dijamin
keamanannya, terwujudnya tertib
administrasi dan di antara pendu-
duk pun tidak ada yang dapat me-

malsukan data-data pribadinya
atau memanfaatkan data-data pri-
badi orang lain, maka ia dapat di-
katakan sebagai salah satu peme-
liharaan maksud dan tujuan syara’
(magashid asy-Syariah) yang di
dalamnya juga termuat nilai-nilai
ketuhanan. Adanya nilai-nilai ke-
tuhanan ini karena tujuan final pe-
nerapan KTP online adalah untuk
mendatangkan kemaslahatan atau
kebaikan pada umat manusia. Ke-
maslahatan dan kebaikan juga me-
rupakan tujuan final dari Allah dan
sesuatu yang dipandang baik oleh
manusia juga seperti itu pula da-
lam pandangan Allah.

wﬁid&,@iwaru\ eTJL-

E. Penutup

KTP online dengan multi guna
dan multi fungsi yang dibawanya
adalah sebagai pembawa banyak
kemaslahatan dan nilai kemasla-
hatannya juga sangat kuat. Kemas-
lahatan yang dibawa KTP online
bersifat pasti (bukan perkiraan
atau khayalan), untuk kebaikan se-
luruh penduduk Indonesia (men-
yeluruh), dapat diterima akal se-
hat dan tidak bertentangan deng-
an nash-nash, bahkan melalui tek-
nik induktif kemaslahatan-ke-
maslahatan tersebut mendapatkan
dukungan dari beberapa nash. Ia
juga dipandang sebagai penolak
atau setidaknya dapat mengurangi
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kemudaratan-kemudaratan sistem asy-syariah, KTP online memuat
administrasi kependudukan ma- nilai-nilai ketuhanan yang meng-
nual yang telah dialami dan dirasa- hendaki kebaikan pada semua ma-
kan selama ini. Melalui magashid nusia.
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